80

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta : PT.
Melton Putra, Maret, 1987.

Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Cet. Il. Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005.

Aristeus, Syprianus. Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi Di
Indonesia dalam Era Globalisasi, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.

Asshiddiqgie, Jimly. Otonomi Daerah dan Peluang Investasi, Disampaikan dalam
‘Government Conference’ tentang “Peluang Investasi dan Otonomi
Daerah” yang diadakan di Jakarta, 29-30 September 2000.

Bintang, Sanusi dan Dahlan. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2000.

Budisetyowati, Dwi Andayani. Hukum Otonomi daerah Di Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), Jakarta : Roda Inti Media, 2009.

Desentralisasi & Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah, Jakarta : LIPI Press, 2005.

Fauzan, Muhammad. Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Yogyakarta: Ul Press,
2006).

Folsom, Ralph H. Et. al. International Business Transactions. St. Paul: Minn., 1992.
Friedman, Lawrence M. American Law. New York: W.W. Norton and Company, 1984.

Gadjong, Agussalim Andi. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor

: Ghalia Indonesia, 2007.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



81

Garner, Bryan A. Ed. Black’s Law Dictionary. Eigth Edition. St. Paul: West, a Thomson
Business, 2004.

Ginsburg, Tom. Does Law Matter For Economic Development? Evidence From East Asia,

The Law and Society Association, 2000.

Harjono, Dhaniswara K. Hukum Penanaman Modal, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2007.

Hartono, C. F. G. Sunaryati. Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca
Tahun 2003, Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-
18 Juli 2003, Buku 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan HAM R, Jakarta , 2004.

HS, Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 2008.

[lmar, Aminuddin. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Prenada Media,

2004.

Ismail, Tjip. Pengaturan Pajak daerah di Indonesia, Jakarta : Yellow Printing,
Januari, 2007.

Jeddawi, Murtir. Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta : Ul
Press, 2005.

Jentera Jurnal Hukum, Peraturan Daerah, Edisi 14 — Tahun IV, Oktober-Desember
2006, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2006.

Jurnal Hukum Bisnis, UU PM No. 25/2007 : Globalisasi Investasi, Volume 26, No.
4 Tahun 2007, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Indonesia, 2007.

Juwana, Hikmahanto. Prospek Investasi Asing Di Daerah Dalam Menyongsong
Berlakunya Undang-undang Investasi Baru, Makalah dalam seminar
nasional, yang diselenggarakan oleh FH Trisakti-Elips II, Jakarta, 22 Juli
2002.

Kartohadiprodjo, Soediman. Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bandung :
Binacipta, 1980.

Kelsen,Hans. General Theory of Law and State, Ruseel, New York, 1973.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



82

Kuncoro, Mudrajad. Otonomi & Pembangunan daerah Reformasi, Perencanaan,
Strategi, dan Peluang, Jakarta : Erlangga, 2004.

Kusumaatmadja, Mochtar. Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan
Pelaksanaan Hasil Putaran Uruguay, Makalah dalam seminar nasional
yang diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung, 30 April 1998.

Lemek, Jeremias. Mencari Keadilan-Pandangan Kritis Terhadap Penegakan
Hukum di Indonesia, cet. |, Yogyakarta: Galangpress, 2007.

Lopa,Baharuddin. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (Jakarta: Kompas,
2001).

Lubis,Todung Mulya. Presiden Diminta Pimpin Perlawanan ASEAN, Kompas, (30
Oktober 2007).

Mahendra,Yusril Ihza. Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI,
Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Catatan dan Gagasan,
Jakarta : Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.

Manan,Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana, 2006).

Margono, Sujud. Hukum Investasi Asing Indonesia, Jakarta : CV. Novindo Pustaka
Mandiri, 2008.

Mauro, Paolo. Dampak Korupsi pada Pertumbuhan Investasi dan Belanja
Pemerintah : Sebuah Analisis Lintas-Negara, dalam buku Kimberly Ann
Elliott (editor), Korupsi dan Ekonomi Dunia, Jakarta, Yayasan Obor
Indonesia, 1999.

Murdifin Haming dan Salim Basalamah, Studi Kelayakan Investasi, Proyek &
Bisnis, Jakarta : PPM, 2003.

Nasarudin, M. Irwan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta:

Pranada Media Group, 2006.

Otonomi daerah Peluang dan Tantangan, Hasil Diskusi Terbatas Memperingati
Sewindu Suara Pembaruan dan HUT Ke-50 Republik Indonesia, Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan Suara Pembaruan, 2002.

Pambudhi, P. Agung. Membangun Perekonomian Daerah, Harian Seputar

Indonesia, sabtu 27 Oktober 2007.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



83

Panjaitan, Hulman dan Abdul Mutalib Makarim, Komentar dan Pembahasan
Pasal Demi Pasal Terhadap UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal, Jakarta : CV. Indhill Co., 2007.

Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar. Hukum Penanaman Modal
Asing, Jakarta : CV Indhill Co, 2008.

Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional,
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Posner, Richard A. Economic Analysis of Law. 5 th Ed. New York: Aspen Law and Business

A Division of Aspen Publishers, Inc., 1998.

Priapantja, Cita Citrawinda. Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi-
Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi, cet lll, Jakarta: Chandra
Pratama, 2005.

Radjagukguk, Erman. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi :
Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan
diucapkan pada upacara penerimaan Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

. Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi,
dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22 No. 5

Tahun 2003).

. Hukum dan Pembangunan. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2006.

. Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan. Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2006.

. Nyanyian Sunyi Kemerdekaan-Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis.

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Radjagukguk, Erman; Hikmahanto Juwana; dan Timothy Lindsey. Perubahan
Hukum di Indonesia (1998-2004), Harapan 2005. Jakarta: Legal
Development Facility Indonesia-Australia dan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2004.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



84

Rakhmawati, Rosyidah. Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Malang:
Banyumedia Publishing, 2004.

Romli, Lili. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di tingkat Lokal, Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, Juni, 2007.

Ruki,Taufiequrrahman. KPK Incar Pemimpin, Media Indonesia (2 November
2007).

Salam, Dharma Setyawan. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai,
dan Sumber Daya, Jakarta : Djambatan, 2004.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi. Jakarta:
Grasindo, 2005.

Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarat: Pustaka Sinar
Harapan, 2001.

Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi, Bandung : Nuansa Aulia, 2007.

Sihombing, Jonker. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Bandung : PT
Alumni, 2009.

Simon and Schuster. Webster’s New Twentieth Century Dictionary Unabridged
Second Edition-Deluxe Colour. New York: a Division of Gulf and Western
Corporation, 1972.

Siregar, Mahmul. Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, Medan :

uUSu, 2005.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press, 1986.

Sudarsono,B. Korupsi di Indonesia, Jakarta: Bhratara, 1969.

Suhendro. Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta : Gita Nagari,
2005.

Suhendro. Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Gita Nagari,
2005.

Sumantoro, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/ Problems of

Investment in Equities and in Securities, Bandung : Binacipta, 1990.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



85

Sumantoro. Investment Law, Cooperation In Investment and The Indonesian
Perspectives. Bandung : Binacipta, 1982.

Sumaryadi, | Nyoman. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi daerah,
Depok : Citra Utama, 2005.

Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar
Grafika, 2006.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung
Di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di

Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Suparji, Penanaman Modal Asing di Indonesia, Insentif v. Pembatasan, Jakarta :
Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2008.

Susanti, Ida. Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2003.

Sutedi, Adrian. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam
Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta : Sinar Grafika, Mei, 2009.

Syaukani, H., Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, Otonomi daerah dalam Negara

Kesatuan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan V, Desember 2003.
Theberge, Leonard J. “Law and Economic Development.” Journal of International Law

and Policy (Vol. 9: 231, 1980): 232.

Uwiyono, Aloysius.“Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun
2003 Terhadap Iklim Investasi,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22- No. 5-
Tahun 2003.

Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, Lembaran Negara No. 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara No. 3839.

. Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Lembaran Negara No. 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No.
4437.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



86

_____, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Lembaran Negara No. 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No.
4724. Konsideran b.

. Undang-Undang Program Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun
2000.

_____, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah,

Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4861.
, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Nomor 54

Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952.

Sinar Harapan, Andi lrawan, Dampak Suap dan Korupsi Terhadap Kinerja
Ekonomi, 2002,

http://groups.yahoo.com/group/indonesia_damai/message/22825,

diakses 2 Juli 2009.
Memacu Investasi Melalui Dukungan Regulasi Daerah,

http://mohjamin.wordpress.com/2008/02/28/memacu-investasi-melalui-

dukungan-regulasi-daerah/ diakses tanggal 10 September 2009. Warka, Made.

Dampak Penanaman Modal Dalam Konteks Otonomi Daerah Jawa Timur,

http://www.ibnurochimconnection.com/2009/02/dampak-penanaman-modal-

dalam-konteks.html, diakses tanggal 10 September 2009.

Koperasi dalam Otonomi Daerah,

http://www.smecda.com/kajian/files/laporan/LAP AKHIR KAJIAN IMPLI

KASI/BAB-5.pdf, diakses tanggl 10 September 2009.

Tim KPPOD, Kajian Peraturan Daerah,
www.kppod.org/ind/datapdf/kajian/Kajian%20Perda%20I.pdf, diakses 10

September 2009.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



87

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,”

<http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?kode-

=243&row=0&tp=perundangan&ktg=pp&kd link=>, diakses 2 November

20089.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010





